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TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
“ ASH - SHIDDIQIYYAH *
DESA TELAGA MURNI, KECAMATAN CIKARANG BARAT,
. KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN-PENANAMAN-MODAL-DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang  :a. bahwa pendidikan adalah ':t'ahgga.fmg jawab  Keluarga,
Maayarakat dan Pemerintah,

b. bahwa ' untuk menmgkatkan namagmm masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidlkan Yayasan Pendidikan
Islam! HAJ[ SADUKI HAJJAH SUNENT! beralamat di JI Imam
Bonjol 'Kav Telaga [ndah RT. 02/014 Desa Telaga Murni,
Kecamatan “Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi telah
mengusahakan di dirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu
{ SDIT, )/ASH - SHIDDIQIYYAH i

& [ __ .L;_j;..;bahwa Yayasan Pendidikan Islary HAJI SADUKI HAJJAH
Wt T /SUNENTI telah memiliki semua peray,aratan untuk program
/téfsebut di atas:.

T " & - o b Vi

kB bahwa xuntuk maksuej sebagalmana tersebut pada huruf a, b
dan c tersebut-diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional
Sekolah Dasar Islam Terpadu ( SDIT ) ASH - SHIDDIQIYYAH,
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPMPPT )
Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
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Menetapkan
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Rl No. 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Rl No. 129a/U/2004 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;

8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dquplnSL-Jawa Baratr_m.._. ........

9 F-‘eraturar; Daerah Kabupaten Eekam Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Urusan F‘emermtah Kabupaten Eekas: '

1D Peraturan Daerah Kabupaten E!ek,asL Namor 07 tahun 2008 tentang
,:Pernhentukan Organisasi Perangkat Daeran Kabupaten Bekasi;

,/

_11 Peraturan Bupati Nomor 15 Ta’nun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pelayanan PerlzmanﬁTerpadu Kabupat&n Bekasi;

12. Peraturan Bupan_BekaSI N:;rmur 32 ta!mn 2011 tentang Perubahan
kedua atas | Peraturan Bupati-Bekasi/No.5 tahun 2010 tentang
F‘enyelenggaraan Perizinan dan F'ehmgahan Sebagian Kewenangan
untuk Menqngam Sebagian Urusan Otanomi Daerah di Kabupaten

Bekast. / / 7

Memperhatikan : 1. Akta” Nl:itarts F:ﬁWZiA AZ;I;IAF}JAASH .
Tanggal\$. 11 Mei 2012~ " <7/
Nomor 'Uﬁ- Mg ".,\_-“____,..-r'

e

Tentang pendman Yayasan Pendidikan Islam H. SADUKI HJ.
SUNENTI

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah
Swasta.

MEMUTUSKAN

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan - Yayasan Pendidikan Islam HAJI SADUKI
HAJJAH SUNENTI
Alamat : JI Imam Bonjol Kav. Telaga Indah RT.

02/014, Desa Telaga Murni, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

lzin Qperasional Sekolah - BPMPPT Kab. Bekasi




Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Nama : SDIT ASH - SHIDDIQIYYAH

Alamat - JI. Imam Bonjo! Kav Telaga Indah RT,
02/014, Desa Telaga Murni,
Kecamatan Cikarang Barat,

Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016

KEDUA © Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib
melakukan—daftar-—-ulang- .(_ registrasi ) setiap awal tahun
peiajaran

KETIGA . Dalam rangka pembmaan _penyelenggaraan pendidikan
Sekolah Dasar sebagimana QImakaud pada diktum pertama
dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
keweqmangannya

KEEMPAT = Kepul;usan ini mulai berlaku: pada tanggal ditetapkan dengan
catatan bahwa apahlla dlkemudlan hari terdapat kekeliruan
dalam; _penetapan ini akan diadakan _perbaakan seperlunya.

Ditetapkan/dj/«, Bekasi
Padajan"ggall ,12 Juil 201

KEPAL&BA_(AH PENANAMAN MODAL DAN
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L ;MF/?%’EDI SUPRIADI, M.Si
== pembina Tingkat 1

T NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth :

1.Bupati Bekasi;
2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
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